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BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum V Hal khusus lainnya angka 17
pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah
penggunaanya berdasarkan dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Rawas Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.

—

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lcnlllilhtc'-
Perbendaharaan Negarn (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar®
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); '
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang quk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukkan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provin.m
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tamhahan, Tambaran, Yegau Repdik, 'ndonesin, Namar,
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),
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14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten!f:r’g
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Ncagh -
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tamb 276)
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemern
Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuang?n
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 ik
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntar,‘ﬁ
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayananl
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 6057);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Perubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangn Hari
Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerir

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Te’
2019 Nomor 93);

Scanned by CamScanner



P R S, ne's $E8

(L STRINEIS S5 Claga Qs el T S Srwpyeaate oV 4
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesid
Tahun 2018 Nomor 225), :

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 310);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067 );

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumberkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465 );

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115);

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);

31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11 );

33.Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi
Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI
RAWAS UTARA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah
dengan rincian sebagai berikut :
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a. Semula Rp 1.020.599.553.000

b. Bertambah / (Berkurang) Rp 3000
Jumlah Pendapatan Rp 1.020.599.553.

2 Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.059.185.495.590

b. Bertambah / (Berkurang) Rp - )
Jumlah Belanja Rp 1,059.185.495.999
Surflus / (Defisit) Rp  (38.585.942.590,00)

3 Pembiayaan

& Penerimaan
1. Semula Rp  43.585.942.590,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Penerimaan Rp  43.585.942.590,00

b. Pengeluaran
1. Semula Rp  5.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran Rp 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp  38.585.942.590,00
Sisa Lebih Pembiayaan netto Rp

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisalikan et perafuran Supad ind, tardit dart
1. Laporan Penjabaran APBD 1 ( Ringkaan penjabaran APBD )
2. Laporan Penjabaran APBD 1 A ( Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian
Objek)
3. Laporan Penjabaran APBD 2 ( Penjabaran APBD )
4. Laporan Penjabaran APBD 2 A ( Penjabaran APBD )
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Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit.
pada tanggal, 16 Mei 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

W_

F HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 1@ Mei 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ZAl FIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR : 60
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